
GlTDERNUR Li-\~IPlTNG 

KEPUTllSAN Gl!BERNlTR LAMPUNG
 
NOMOR : G / 4/2.- / B.I11 / HK / 2011
 

TENTANG 

EVALUASI RANCANG.\N PER-\.TURAN DAERAH KOTA ;\lETRO
 
TENTANG RETRIBUSI PENGGA"'TIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
 

DAI\ AKTA CATA TAN SIPIL
 

GlBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah dievaluasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan 
Keputusan Guhernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil: 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1..J. Tahun 196..j. tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I 
Lampung: 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200-t tentang Pernbentukan Peraturan 
Perundang-undangan: 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200.+ tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008: 

-to	 Undang-Undang \lornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah: 

5.	 Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernhinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah: 

6.	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pernerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

7.	 Peraturan Pernerintah ~omor lC) Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe laksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Guberuur Sebagai Wakil 
Pernerintah di \\ ilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

{\ lemperhatikan	 Surat Menteri Keuanunn Nornor : S--t99/MK. 7/20 11 tanggal 8 Juni 2011 hal Hasil 
Evaluasi Raperda Kota Metro tentang Retribusi Penggantian Biay a ectal Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. 



MEMUTlISKA:\ : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TE~TANG EV ALUASI R.\~CANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA l\IETRO TE~TANG RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIA YA CETAK KARTll TAl'DA PENDUDUK DAN AKTA 
CATATAN SIPIL 

KrSATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidal, 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KIDUA	 \\'alikota Metro bersama DPRD Kota t\ letro segera melakukan pen) ernpurnaan dan 
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Dikturn Kesatu. 

Kl TlGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
e\ aluasi, Rancangan Peraturan Daerah iersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil 
cvaluasi. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

KJ- EI'vlPAT	 Peraturan Daerah dimuksud pacta Diktum Ketiga sclanjutnya disampaikan kepada 
1\ lenteri Keuangan dan Gubcrnur Larnpung paling lama 7 (tujuh: hari setelah 
ditetapkan. 

KE LIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan kctcntuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akau diadakan 
pernbetulan sebagaimana mestinya, 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada ta~gal I -	 ~r ;lOll 

GUBERr4"UR LAMPUNG,, ., / 

Ten.busan : 
I. Menteri Dalarn Negeri di Jakarta;
 
, Menreri Keuangan di Jakarta:
 
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetuug:
 
-l. Ketua DPRD Kala Metro di Metro;
 
5. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 

,: 
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LAMPIRAN	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011 
TANGGAL 

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO 
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

[NOI Materi Raperda -t---.r: ""?"J~aperda 
1 2	 3I 1 ..
1 I~OnSider~n-

Mengingat 

I 

I
 

I
 

I
 

I 

2	 1Cara Mengukur 
I Tingkat 

I Penggunaan 
Jasa 

Penentuan 
Pembayaran, 
tempat 
pembayaran, 
angsuran dan 
penundaan 
pembayaran 

_ 
111. 28 Tahun 2009 tentangUndang-Unda~~OmOr 

Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Rurnusan Penyempurn~a.r1. 
4 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998,

tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
 
di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742),
 

Pasal 6	 Pasal 6 
I Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan 
I penerbitan dokumen penyelenggaraan pendaftaran jerus kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan 

penduduk dan pencatatan sipil. 

Pasal 10 Pasal 10 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. I (1) 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (1) dapat berupa karcis, kupon I (3) 
dan kartu langganan 

(4)	 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat 
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua I (4) 
persen) setiao bulan dari retribusi yang terutang i 

yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STPD 

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan 

Tata cara pelaksanaan pernungutan retribusi 
ditetapkan denqan Peraturan Walikota. 

Keterangan 
5 

Disempurnakan sesuai 
peraturan perundang
undangan 

Dihilangkan karena sudah 
diatur dalam PP No 38 
Tahun 2007. 

I 
Cara mengukur tingkat 
penggunaan jasa 
disesuaikan dengan UU No. 

I 28 Tahun 2009 tentang 
PDRD. 

Pasal 10 Raperda 
"I· disempurnakan dengan 

menghapus ayat (4) dan ayat 
(5) karena ayat tersebut 
mengatur sanksi administrasi 
dan penagihan yang sudah 
diatur dalam Pasal 12 dan 
Pasal13 Raperda ini. 
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Penagihan 

7 Penghapusan 

Piutang RetribusiY ng 
ad	 ,

Ke a uwarsa 

l_1
I 
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(5)	 Penagihan retribusi terutang sebaqairnana
 
dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat
 
Tagihan
 

(6)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
 

Pasal13	 Pasal13 
(1)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan 

dimaksud dalam pasal 12 dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau 
menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. 
Teguran (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat 

I (2) Dalam janqka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib 
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 
terutang. (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 

(3)	 Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan STRD. dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

(4)	 Bentuk: jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan 
STRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menggunakan STRD 

(5)	 Tata cara penerbitan dan penyarnpaian Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis STRD diatur 
dengan Peraturan Walikota. 

Pasal15 Pasal15 

(1)	 Pi R trib . k' d' 'h I . k I (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah 

nitanq e n USI yang mung In itaqi agl arena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa .

kedaluwarsa dapat dihapuskan dapat dihapuskan. 

(2)	 Kepala Daerah menetapkan Keputusan i (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan 
Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Tata cara penghapusan piutang retribusi yang I (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 
sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
Kepala daerah. 

______________.	 L _ 
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Disempurnakan kata Kepala 
Daerah diubah menjadi kata 
Walikata 



__ 
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Ketentuan Pidana Pasal 19.. .	 Pasal 19 1 JIs'
 

9 i Ketentuan 
Penutup 

10 Penjelasan 

.-- ----~ 

'I WaJlb retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya (1) WaJlb retribusi yang tidak melaksanakan 
sehingga rnerugikan keuangan daerah diancarn pidana i kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan I 

paling banyak 3 (tiga) kaii jumlah retribusi terutang yang atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah II 

tidak atau ~ dibayar.	 retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2)	 Oenda sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal21 Pasal21 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Daerah 
sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. dengan Peraturan Walikota. 

PENJELASAN ATAS . 
I

I 
_________._ ..1.

5 
---

Disempurnakan dengan 
menarnbah satu ayat 
rnenqena: penerimaan denda 

Kalirnatnya disempurnakan. 

Dihilangkan karena dalam 
8atang Tubuh Raperda ini 
tidak ada yang perlu 
dijelaskan 

GUBERNYFf LAM~UNG, 

I I ;' 
I: '/ 

, II / 
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'I :/I'1~'
" "" " ~. ~, 

~ 

SJACHR<\dOIN Z.P. 




